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uji syukur kami paniatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat

karunia Nya, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Hakikat dari Laporan Kinerja adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang

baik (Good Governanee) serta tepat sasaraR sesuai dokumen pereRcaRaan yang

telah ditetapkan dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak. Namun dari

semua itu, hal yang paling utama dari makna penyusunan dokumen ini adalah

sebagai bentuk pertanggung jawaban aparatur pemerintah terhadap amanat yang

telah diberikan oleh masyarakat.

Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020

disusun dengan berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 20L4

tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu

atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan ini berisi bukan hanya tentang capaian target sasaran strategis

dan indikator kinerja namun juga berisi evaluasi capaian kineria yang memuat

hambatan atau kendala yarg dihadapi serta solusi untuk ke depan. Turut serta

dalam Laporan Kinerja ini dilaporkan realisasi anggaran 2A20 Sekretariat DPRD

Kota Pontianak.

Sebagai penutup, segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat

bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja organisasi untuk peningkatan kinerja

serta pelaporan di tahun-tahun ke depan

Demikian disampaikan, kritik dan saran dari semua pihak diucapkan terima

kasih.

1 Pontianak, Februari 2021

fsek.etrris DPRD Kota Pontianak-\
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ekretariat DPRD Kota Pontianak yang dibentuk berdasarkan Perda

No. 7 tahun 201.6 merupakan Lembaga Perangkat Daerah

mempunyai fungsi memfasilitasi Rapat Anggota DPRD, pelaksanaan

urusan Rumah Tangga DPRD dan Pengelolaan Tata Usaha DPRD.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas, Sekretariat DPRD

menyusun perencanaan strategis yang memuat pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 5 tahunan.

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah

akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau

mandat yang melekat pada suatu lembaga, maka dengan landasan pemikiran

tersebut, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020 ini disusun.

Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kineria dari Sekretariat DPRD Kota

Pontianak selama Tahun 2020 yang merupakan amanah yang diemban oleh

organisasi. Selain itu Laporan Kinerja juga merupakan suatu kebutuhan dalam

melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi

secara menyeluruh.

Laporan Kinerja Tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun

kegagalan dalam bidang peningkatan kapasitas lembaga DPRD, tentunya bukan hanya

menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga kepemerintahan, dukungan dunia

usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan pelayanan yang prima

dalam mendukung optimalisasi kineria DPRD Kota Pontianak

Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, Sekretariat DPRD

Kota Pontianak juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam

mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Beberapa

keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan birokrasi menunjukkan bahwa upaya

yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak belum sepenuhnya berhasil'

Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Sekretariat DPRD Kota

Pontianak dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga
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kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun

berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

Hasil capaian kinerja tersebut, menunjukan bahwa secara umum seluruh unit

kerja di lingkup Sekretariat DPRD Kota Pontianak telah bekerja dengan baik dan

dapat melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan rencana kerjanya.

Namun demikian perbaikan dalam perumusan indikator kinerja masih perlu

dilaksanakan lebih lanju! untuk lebih mengarah pada optimalisasi perwujudan peran

dan fungsi Sekretariat DPRD dalam perencanaan, pengkoordinasian.

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan self assesment atas

hasil kinerja yang telah dilaksanakan dan menjadi rujukan yang efektif menuju upaya

perbaikan berkelanjutan oleh seluruh aparatur pelaksana untuk mewujudkan

optimalisasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak'
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A. Latar Belakang

ndang-undang Nomor 23 Tahun 20L4 tentang Pemerintahan

Daerah menggariskan adanya desentralisasi yang diberikan kepada

Propinsi, Kabupaten dan Kota untuk mengelola pemerintahan,

pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang disertai aspek pendanaannya.

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka pengelolaan manajemen

pemerintahan Kota Pontianak sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Kota

kecuali lima urusan yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Sekretariat DPRD Kota Pontianak sebagai salah satu Perangkat Daerah yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 merupakan

lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk memfasilitasi dan memberikan

bantuan administratif serta teknik operasional guna menunjang keberhasilan

tugas-tugas DPRD Kota Pontianah dimana pelayanan yang diberikan meliputi

keseluruhan tugas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, hak serta

wewenang DPRD, seperti tercantum dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kota

Pontianakyang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Pontianak

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 57 Tahun 20L6

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas

dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak,

bahwa Tugas Pokok Sekretaris DPRD Kota Pontianak adalah :

Memimpin dan mengoordinosikan program kerja Sekretariat DPRD,

merumuskan kebijakan teknis, administrasi kesekretariatan, pembinaan dan

pengelolaan teknisyang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efel<tif.
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e.

f.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Sekretaris DPRD

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan DPRD;

b. perumusan rencana kerja dibidang kesekretariatan DPRD;

c. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

d. pembinaan dan Pengelolaan sumber daya aparatur, organisasi, keuangan,

prasarana dan sarana Sekretariat DPRD;

penyelenggaraan tata usaha kesekretarian DPRD;

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelal.sanaan tugas dibidang

kesekretariatan DPRD; dan

g. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan DPRD yang diberikan oleh

Walikota.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Sekretaris DPRD

dibantu oleh Kepala Bagian serta masing-masing Kasubbag. Adapun tugas

pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

7. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Umum

Tugas Pokok Kepala Bagian Umum adalah merumuskan kebijakan,

memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan dibagian Umum dan

Aparatur, Rumah Tangga dan Perlengkapan, Humas dan Protokol.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Umum

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijaksanaan dibidang umum;

b. perumusan rencana kerja dibidang umum;

c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang umum;

d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;

e. pembinaan teknis dibidang umum;

f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang umum;

g. Pengelolaan administrasi kesekretariatan bidang umum; dan

h. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang di berikan oleh

Sekretaris.
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Ruang lingkup bidang kesekretariatan meliputi Umum dan Aparatur,

Rumah Tangga dan Perlengkapan, Humas dan Protokol. Adapun tugas

masing-masing Kepala Sub Bagian dibawah kepala Bagian Umum sebagai

Berikut:

7.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Umum dan Aparatur

Tugas Pokok Subbagian Umum dan Aparatur adalah merencanakan

kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dibidang umum dan kepegawaian;

b. penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian

berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan;

c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan

kepegawaian;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan

kepegawaian; dan

e. pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang

diberikan oleh Kepala Bagian.

7.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Rumah Tangga don

Perlengkapan

Tugas Pokok Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan adalah

merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan

dibidang rumah tangga dan perlengkapan.

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dibidang rumah tangga dan

perlengkapan;

b. penyelenggaraan kegiatan dibidang rumah tangga dan perlengkapan

berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan;
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penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang rumah

tangga dan perlengkapan;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang rumah tangga dan

perlengkapan;dan

pelaksanaan tugas lain dibidang rumah tangga dan perlengkapan

yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

7.9 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Humas dan Protokal

Tugas Pokok Subbagian Humas dan Protokol adalah merencanakan

kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang humas

dan protokol.

Kepala Subbagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dibidang rumah tangga dan protokoler;

b. penyelenggaraan kegiatan dibidang rumah tangga dan protokoler

berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan;

c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang rumah

tangga dan Protokoler;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang rumah tangga dan

protokoler; dan

e. pelaksanaan tugas lain dibidang keuangan yang diberikan oleh

Kepala Bagian Umum.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagion PerUndang-Undangan dan

Persidangan

Tugas Pokok Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan

adalah merumuskan kebijakan teknis, memfasilitasi, memonitor dan

mengevaluasi,melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang

perundang-undangan dan pengkajian hukum, rapat dan risalah, alat

kelengkapan dewan dan panitia khusus.

d.

e.
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Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Perundang-

undangan dan Persidangan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijaksanaan dibidang perundang-undangan dan

persidangan;

b. perumusan rencana

persidangan;

kerja dibidang perundang-undangan dan

c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perundang-

undangan dan persidangan;

d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang perundang-undangan dan

persidangan;

e. pembinaan teknis dibidang perundang-undangan dan persidangan;

f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perundang-undangan dan

persidangan;dan

g. pelaksanaan tugas lain dibidang perundang-undangan dan persidangan

yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup Bagian Perundang-undangan dan Persidangan. Adapun

tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dibawah kepala Bagian Perundang-

undangan dan Persidangan sebagai Berikut:

2.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbogian Perundang-undangan Don

Pengkajian Hukum

Tugas Pokok Kepala Subbagian Perundang-undangan Dan Pengkajian

Hukum adalah merencanakan kegiatan dan menyusun laporan.

Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Dan Pengkajian Hukum

mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dibidang perundang-undangan dan

pengkajian hukum;

b. penyelenggaraan kegiatan dibidang perundang-undangan dan

pengkajian hukum berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan;

c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perundang-

undangan dan Pengkaiian hukum;
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d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perundang-undangan

dan pengkajian hukum; dan

e. pelaksanaan tugas lain dibidang perundang-undangan dan pengkajian

hukum yang diberikan oleh Kepala Bagian.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian RapatDan Risalah

Tugas Pokok Subbagian Rapat Dan Risala/r adalah merencanakan

kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang rapat

dan risalah.

Kepala Subbagian RapatDan Risalah mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dibidang rapat dan risalah;

b. penyelenggaraan kegiatan dibidang rapat dan risalah berdasarkan

rencana kerja yang telah di tetapkan;

c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang rapat dan

risalah;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang rapat dan risalah;dan

e. pelaksanaan tugas lain dibidang rapat dan risalah yang diberikan

oleh Kepala Bagian.

2,3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Alat Kelengkapan Dewan

(AIO) Dan Panitiq Khusus

Tugas Pokok Subbagian Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dan Panitia

Khusus adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan

menyusun laporan dibidang alat kelengkapan dewan dan panitia khusus

Kepala Subbagian Alat Kelengkapan Dewan [AKD) Dan Panitia Khusus

mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dibidang alat kelengkapan dewan [akd)

dan panitia khusus;

b. penyelenggaraan dibidang alat kelengkapan dewan (akd) dan panitia

khusus berdasarkan rencana kerja yang telah di tetapkan;

c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang alat

kelengkapan dewan (akd) dan panitia khusus;
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pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang alat kelengkapan

dewan (akd) dan panitia khusus; dan

pelaksanaan tugas lain dibidang alat kelengkapan dewan (akd) dan

panitia khusus yang di berikan oleh Kepala Bagian.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan adalah

merumuskan kebijakan, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi

kegiatan dibagian perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bagian Perencanaan

dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijaksanaan dibidang perencanaan dan keuangan;

b. perumusan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan;

c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan

keuangan;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang perencanaan dan

keuangan;

e. pembinaan teknis dibidang perencanaan dan keuangan;

f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan; dan

g. pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan dan keuangan yang di

berikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup bidang perencanaan dan keuangan meliputi

perencanaan dan keuangan. Adapun tugas masing-masing Kepala Sub Bagian

dibawah kepala Bagian perencanaan dan keuangan sebagai Berikut:

3.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Perencanqon

Tugas Pokok Subbagian Perencanaan adalah merencanakan

kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang

perencanaan.

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan;

d.

e.
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b. penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan berdasarkan

rencana kerja yang telah ditetapkan;

c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang

perencanaan;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan; dan

Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan yang di berikan oleh

Kepala Bagian.

3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Subbagian Keuangan

Tugas Pokok Kepala Subbagian Keuangan adalah merencanakan

kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang

keuangan

Kepala Sub Bagian keuangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja dibidang keuangan;

b. penyelenggaraan kegiatan dibidang keuangan berdasarkan rencana

kerja yang telah ditetapkan;

c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang keuangan;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang keuangan; dan

e. Pelaksanaan tugas lain dibidang keuangan yang di berikan oleh

Kepala Bagian.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 20L6 terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD Kota Pontianak

2. Kepala Bagian Umum

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

b. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

c. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol

3. Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan

a. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum

d.

e.
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b. Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah

c. Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Panitia Khusus

4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan

b. Kepala Sub Bagian Keuangan

sebagaimana bagan sebagai berikut :

Struktur O rg anis a si Sekretariat D P RD Kota P antianak

Ita. Sub f,agion
Umumdan
Aperatur

Xs. Shb nagisn
Perundangr

,undongan don
Peng;kaiicn

Xf,. SEb Brgien
Bapat drn nicelsh

Ka. SubSagian
AId ketengkolmn
Ilcrcrr dan Panilio

I(hueus
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C. Faktor - Faktor Kunci Keberhasilan

1. Sumberdaya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai uraian tugas

dan Struktur Organisasi di atas, Sekretariat DPRD Kota Pontianak sampai

dengan bulan Desember 2020 memiliki kekuatan sumber daya manusia

sebanyak 35 orang.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan kepangkatan per Desember 2020

adalah sebagai berikut :

Irl

No Nama Jabatan Pangkat/ golongan

I
Hj. Titin Subakli, S.Sos.,M.Si
Nip. I 9691207 1988032001 Sekretaris DPRD

Pembina Utama Muda
(lVc)

2.
Drs. Azahari
Nip. 19631213 199001 1 004

Kabag Perencanaan dan
Keuangan

Pembina Tk I
(rvb)

J.
Drs. Indra Yuana
Nip.19631130 198810 i 002

Kabag Umum
Pembina Tk I

(rvb)

4.

Drs.H.Herry Noviar Ahyani,
M.Si
Nip.1965il15 199203 I 007

Kabag Perundang- Undangan
dan Persidangan

Pembina Tk I
(rvb)

5.
Alina Ryani, SH
Nip. 19690730 199603 2 002 Kasubbag Umum dan Aparatur

Penata Tk.l
(rrrd)

6.
Asparayati, SE
Nip. 19680603 199003 2 006 Kasubbag Keuangan

Penata Tk.I
(rrrd)

7.
Anisah Nurbayani,S.STP
Nip. 1982071 4 200012 2 0Or Kasubbag Perencanaan

Penata Tk.l
(rrrd)

8.

Desmalina Lextasari, SE
NrP. 1981 t2t3 200602 2 006

Kasubbag Rumah Tangga dan
Perlengkapan

Penata Tk.I
(rrrd)

9.
Indra Eka Purnawan,A.Md
Nip. 19730317 199703 t008 Kasubbag Humas dan Protokol Penata

(IIIc)

10.

Israhman, SH
NrP. r9661102 201001 I 001

Kasubbag Perundang-Undangan
& Pengkajian Hukum

Penata
(III c)

1l
Dewi Kurniawati, SH.,MH
NrP. 19881020 20tt0t 2 002

Kasubbag Alat Kelengkapan
Dewan dan Pansus

Penata
(III c)

12.
Arie Kuswanti, SE
Nip. 19860718 201001 2 004 Pj. Kasubbag Rapat dan Risalah

Penata Muda Tk.I
(rrr b)
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13.

Bahari, A.Md
Nip. 196601 12 198603 I 012 Pengelola Keuangan

Penata
(IIIc)

t4.
Pena Taryani, SH
Nip. 19770328 200901 2 004

Penyusun Kebutuhan Barang
Inventaris

Penata
(IIIc)

15.

Wahyudi, S.Pd
Nip. 1970061 3 200212 I 00s Pengelola Program dan Laporan

Penata
(IIIc)

16.
Sugeng Haryanto, SH
Nip. 19690720 199403 I 007

Pengelola Perj alanan Dinas
pada Subbag Humas dan
Protokol Basian Umum

Penata
(IIIc)

17.
Chairil Rahman, SE
Nip. 1977lll5 201001 I 004 Pengelola Keuangan

Penata
(IIIc)

18.

Ratno Piana, SH
Nip. 19750413 200501 I 009 Pengelola Keuangan

Penata
(IIIc)

19.

Rita Purwanti
Nip. 19740213 199303 2 001

Pengelola Pemanfaatan Barang
Milik Daerah

Penata Muda Tk.I
(rrrb)

20.
Wiwin Prayitno, SE
Nip. 19750726 200701 I 010 Pengelola Program dan Laporan

Penata Muda Tk.I
( rrrb )

21.
Muhamad Riza, S.Sos
Nip. 19830411 201001 1 005 Penyusun Risalah

Penata Muda Tk.I
(rrrb)

22.
Henrikus Triyanto, SE.,ME
Nip. 19861219 201001 I 02 Penata Laporan Keuangan

Penata Muda Tk.I
(rrrb)

23.
Nahdin, S.Sos
Nip. 19710704 201001 I 001 Penyusun Program dan Laporan

Penata Muda Tk.l
( rrrb )

24.
Yudarti, A.Md
Nip. 19780612 200604 2 009 Pengelola keuangan

Penata Muda Tk.I
(rrrb)

25.
Ya'Khub, S.Sos
Nip. 19650702 201001 I 001

Penglola Sarana dan Prasarana
Kantor

Penata Muda Tk.I
(rrrb)

26.
Zuliansyah, S.Kom
Nip. 19810709 201001 1 014 Analis Perencanaan

Penata Muda Tk.I
(rrrb)

27.
Yeyen Ariyanti, A.Md
Nip. 19820123 240902 2 002 Bendahara

Penata Muda
(IIIa)

28.
Bangun Subekti, SH.
Nip. 19860316 201903 1 001

Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Ahli

Pratama

Penata Muda
(IIIa)

29.
Monika Pulo Lewerang, A.Md
Nip. I 9840309 20ll0l 2 002 Pengelola Perj alanan Dinas

Penata Muda
(IIIa)

30.
Fitriadi Aquarianto
Nip. 19640808200212 t 004 Pengelola Layanan Kehumasan

Penata Muda
(IIIa)

31.
Sy. Saleh
Nip. 19750614 200701 I 00s Pengadministrasi Umum

Pengatur Tk.I
(rrd)
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32.
Nunung Suryani
Nip. 19771206 200701 2 016 Pengelola Kepegawaian

Pengatur Tk.l
(rrd)

33

Sri Rezeki
Nip. 1971 l22l 2A0701 2 007 Pengelola Keuangan

Pengatur Tk.l
(rrd)

34.
Yuli Triana
Nip. 1976071 3 200701 2 018 Pranata Kearsipan

Pengatur Tk.l
(rrd)

35.
Siti Utami
Nip. 19691010 200701 I 039

Pengelola Sarana & Prasarana

Kantor
Pengatur Tk.l

(rrd)

fumlah Personil Sekretariat DPRD Kota Pontianak Berdasarkan Tingkat
Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Dari komposisi personil berdasarkan pendidikan memang dirasakan masih

perlu peningkatan kemampuan personil baik melalui pengembangan SDM lewat

diklat/pelatihan, maupun pengembangan tingkat pendidikan [D-lll,D-lV, S-1, S-

2) yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, sehingga kemampuan dan

wawasan personil meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga

perlu adanya penambahan personil baru yang sesuai dengan keahlian dan

formasi yang dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

1 Pembina Utama Muda tV/c I I

2. PembinaTingkatl w/b I t 3

3, Pembina |Y/a

4. Penata Tingkat I III/d 4 4

5. Penata llt/c 2 6 1 9

()- Penata Muda ?ingkat I tlt/b I 5 2 9

7 Penata Muda lll/a 2 4

8. Pengatur Tingkat I il/d 4 J

9. Pengatur 1l/c

10. Pengatur Muda Tingkat I il/b

L1, Pengatur Muda Il/a

Iaporan [ineua $eluelailal DPnD [0la p0nliam[ mnun 2020 12



Z. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang

memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan

efisien dan efektif.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan

prasarana Sekretariat DPRD Kota Pontianak diantaranya Peningkatan Fasilitas

dan Perbaikan Gedung/Kantor serta peralatan yang rusak, Penggantian dan

Pengadaan peralatan kantor, Penambahan/Pengadaan serta pemeliharaaan

rutin kendaraan operasional lapangan baik roda dua maupun roda empat guna

mendukung kelancaran pekerjaan.

Sebagai gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada

Sekretariat DPRD Kota Pontianah dapat dilihat sebagai berikut:

a. Tanah dan Bangunan

b. Inventaris dan Peralatan Kantor

Inventaris dan Peralatan Kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair,

komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan

rutin dan anggaran pembangunan.

No
Urut

fenis Barang/
NamaBarang

Luas
(M1

Tahun
Peroleha

n

tetak/
Alamat

Status Tanah

Penggunaan
Hak

Sertiftkat

Tanggal Nomor

I , 3 4 5 6 7 I 9 10

1

Tanah
Bangunan
Ktr.Pemerintah

9,038

Jl. st.
Abdurachman

Kel. Sei.
Bangkong Kec.

Pontianak
Kota

Pakai 1 1 -Okt-99 134
Kantor DPRD
Kota
Pontianak

Tanah
Negara

2

Tanah
Bangunan

Rumah Negara
Gol. I

1905 2006

Jl. Abdul
Rahman Saleh
Kel. Bangka

Belitung Kec.
Pontianak

Selatan

Milik 1.4-Nop-
84

3870

Rumah Ketua
DPRD Kota
Pontianak

Pelepasa
n dengan
ganti rugi

Milik 14-Nop-
B4

3471

Milik 17-Okt-83 3273

Milik 04-Agust-
85

4042
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Berikut beberapa peralatan kantor :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B,

9.

10.

LL.

L2.

13.

L4,

15,

L6.

77.

18.

Kursi rapat future

Kursi tamu sofa

Kursi hadap putar

Gordin

Vacuum cleaner

Lemari es

Air Conditioner

StandingAC

Trolly

UPS/ stabilizer

Printer fotocopy

Lemari arsip besi

Kamera digital

Mesin faximile

Mesin absen ffinger printJ

Mesin pemotong rumput

Kipas angin

TV led
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C. Kendaraan

Mobil Sedan
Toyota Corolla

Altis vA/T 1798 cc Besi 2015 MR053REH2F470\228 2ApJ<486432 KB 244 AM K05984776

Mobil Sedan
Toyota Corolla

Altis VAlT l79B cc Besi 201S MRO53REH2F4IOL44A 2IRYr57746 KB 246 AM K46984776

Mobil Sedan
Toyota Corolla

Altis VA/T L79B cc Besi
2015 MR053REH2F41,01,4Al 2ARX498141 KB 245 AM K06984778

Mobil Sedart Toyota Camry 2494 cc Besi
2015

MR053AK506951 2AR-U204785 KB 243 AM K05984777

Corsica Suzuki 970 Bensin tgs1 sJ410031473 F1.08-1D-132043 KB 593 AA 94864L1K

Pick Up Toyota t781 Bensin 2004 MHFF31KF603002686
L

7K-0648622 KB 8600 AF 7006646K

Innova Toyota L998 Bensin 2005 MHFXWA1665000453
4

1TR6053973 KB 1524AQ 4145096R

Honda 125 D Honda 125 Bensin 2005 MHL2822145K353248 IB22E-7352354 KB 5324 WF 3542921K

Bis Roda 6 Toyota 4009 Solar 2007 MHFC1CU4060029067 w04D-J]39588 KB 7855 A 3505058K

Avanza 1300 Toyota 1298 Bensin 2007 MHFM1BA3l7K040455 DCl5722 K81614 AZ 8707780K

Honda Supra X 725 Bensin 2010 MHU89129AK32O968 lBstE-23L4529 KB 2342 QK H06097928K
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3. Sumber Dana

Pelaksanaan kegiatan di sekretariat DPRD Kota Pontianak baik itu belanja

langsung maupun tidak langsung dan belanja modal seluruhnya bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dengan

kebijakan pengajuan secara bertahap ( setiap tahun ) sesuai dengan skala

prioritas.

4. Analisis Lingkungan Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota

Pontianak terus berupaya menyusun rencana tahunannya dalam mencapai

sasaran yang tertuang dalam Renstra guna mendukung pencapaian Visi dan

Misi. Untuk itu maka faktor keberhasilan dari kegiatan tahun-tahun lalu

maupun kegagalan-kegagalan harus dijadikan sebagai pedoman dalam

penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020-2024

memerlukan sinergi antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar

dapat menj awab tuntutan perkembangan lingkungan Strategis.

Dengan mengevaluasi kegiatan dari program terdahulu dan menganalisa

perkembangan terkini serta memperkirakan tuntutan perkembangan kemajuan

5 tahun kedepan, Sekretariat DPRD Kota Pontianak telah dapat

mengidentifikasikan Kekuatan fStrenght), kelemahan [WeaknessJ, Peluang

(Opportunity) dan Ancaman fThreat) yang ada.

Analisis Lingkungan dilakukan terhadap lingkungan internal dan

eksternal. Analisis Internal dilaksanakan untuk identifikasi kekuatan dan

kelemahan yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Pontianah sementara analisis

lingkungan eksternal dilaksanakan untuk identifikasi peluang dan tantangan

yang dihadapi dan akan ditemukan.
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4.1. Analisis Lingkungan Internal

Secara garis besar, analisis lingkungan internal bertujuan untuk

memahami diri, memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk

kemudian diterjemahkan sebagai modal dan upaya perbaikan. Kekuatan

dan Kelemahan pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat diuraikan

sebagai berikut:

1.1.1. Kekuatan (Strength)

a. Adanya sumber pembiayaan yang jelas untuk operasional

Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

b. Komitmen dan Motivasi yang tinggi dalam mewujudkan tujuan dan

sasaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak guna mencapai Visi dan

Misi Kota Pontianak.

L.1.2. Kelemahan(Weakness)

a. Struktur organisasi belum mengacu pada Permendagri L04 tahun

20L6 tentang pedoman nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan

Kabupaten /Kota.

b. Sistem Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi masih belum

optimal.

c. Pengelolaan dan Pengembangan Data Masih Lemah.

d. Masih belum adanya konsep pengukuran prestasi yang jelas,

sehingga belum adanya pemberian penghargaan yang jelas terhadap

pegawai yang berprestasi dan pemberian sanksi bagi pegawai yang

melakukan kesalahan.

e. Masih kurangnya tenaga tekhnis yang mempunyai keterampilan dan

pengalaman sesuai yang dibutuhkan.

!.2. AnalisisLingkunganEksternal

Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan

ancaman yang dihadapi dalam 5 tahun mendatang sebagai dasar awal untuk

meletakkan kerangka pembangunan di Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Adapun Peluang dan Ancaman yang dapat mempengaruhi upaya Sekretariat
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D.

DPRD Kota Pontianak dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya,

dapat diuraikan sebagai berikut:

1-. 2. 1. P elu ang (Opp ortunity)

a. Komitmen yang kuat dari Walikota Pontianak untuk mewujudkan

Pontianak kota yang tertib, aman dan lancar serta dalam upaya

peningkatan pelayanan publik.

b. Dukungan dari pihak Legislatif Kota Pontianak.

c. Meningkatnya kesadaran dan Peran serta masyarakat dalam

mentaati dan melaksanakan ketentuan dan peraturan.

d. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan informasi

pemerintahan/ pembangunan dari media cetak dan elektronik yang

semakin meningkat.

7,2.2, Ancaman (Threat)

a. Adanya keberagaman karakteristik dan latar belakang anggota

dewan baik dalam hal pendidikan, pengalaman maupun pekerjaan

b. Inkonsistensi kebijakan dari pusat sehingga interprestasi kebijakan

di masing-masing daerah berbeda.

Maksud dan Tuiuan

Laporan Kinerja mempunyai dua fungsi utama. Pertama, laporan kinerja

merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh

stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas

pencapaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagai

upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja

Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

L, Aspek Akuntabilitas Kineria bagi keperluan eksternal organisasi,

menjadikan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun

202A sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang

berhasil diperoleh selama tahun 2020. Esensi capaian kinerja yang

18
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E.

berhasil dilaporkan merujuk pada sampai sejauh maRa visi, misi dan

tujuan/sasaran strategis telah dicapai sampai dengan tahun 2020.

2, Aspek Manaiemen Kineria bagi keperluan internal organisasi,

menjadikan Laporan Kinerja Tahun 2020 sebagai sarana evaluasi

pencapaian kinerja manajemen oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak bagi

upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja

yang ditemukan, manajemen Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat

merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja

dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Sistematika Penyaiian

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020 disajikan

sesuai dengan PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 20t4 tentang petunjuk

teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan

kinerja instansi pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020 adalah sebagai

berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issuedJ yang

sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kineria

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

19

ll::'i{:i::r.ii:
,ltilii],t,a,:i

Iaporan [ineila $ehrelariat DpnD f,0la p0ntiamt( Ianun m20



Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian kinerja organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

0ika adaJ;

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian

kinerja.

Bab IVpenutup

Pada bab ini diuraikan simpulan

langkah pada masa mendatang

kinerjanya.

umum atas capaian kinerja organisasi serta

yang akan dilakukan untuk meningkatkan

Lap0mn [lnel|a $ekretafial I]mD f,0la p0nttana[ Ianm 2020 20



Lampiran:

1) Rencana Strategis frenstra)

2J Perjanjian Kinerja

3) Pengukuran Kinerja Kegiatan
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A. PerencanaanStrategis

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun

202A-2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai dalam kurun waktu Lima Tahun dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan

acuaR dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Sekretariat DPRD Kota Pontianak

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan

oleh Pemerintah Kota Pontianak, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam

implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan

Kota Pontianak ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya

komitmen, semaRgat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi,

yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya

oleh segenap pegawai Sekretariat DPRD Kota Pontianak saja, melainkan juga

seluruh aparatur pemerintah Kota Pontianak dan stakeholder lainnya yang ada

di Kota Pontianak.

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, Sekretariat DPRD Kota Pontianak

dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kedudukan dan peran strategis. Hal

ini dapat dilihat dari kedudukan Sekretaris Dewan selaku Kepala Satuan Kerja

yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dserah dengan persetajuan

DPRD setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur. Selain itu dalam

melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD secara tehnis operasional berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secura

administratif b ertanggungjawob kep ada Kepala D aerah melalui Sekretaris

Daerah.
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Sehubungan hal tersebut di atas, maka dalam menyusun pereneanaan di

Sekretariat DPRD harus memperhatikan kepentingan baik eksekutif maupun

legislatif. Untuk itu maka disusun reRcana strategis Sekretariat DPRD sebagai

berikut:

L. Pernyataan VISI

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan

bagaimana Sekretariat DPRD Kota Pontianak harus dibawa dan berkarya agar

konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah

suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita

dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi yang ditetapkan dapat memberikan motivasi kepada seluruh Pegawai

Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk meningkatkan kinerjanya dalam

rangka mewujudkan visi tersebut. Selain itu, visi yang ditetapkan juga dalam

rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Pontinanak serta mengekspresikan

bagaimana kondisi yang dinginkan Sekretariat DPRD Kota Pontianak sebagai

suatu unit organisasi dimasa depan.

Visi pada prinsipnya merupakan gambaran mengenai sosok masa

depan, yang bersifat memberi inspirasi dan motivasi kepada pihak-pihak yang

memiliki kepentingan terhadap masa depan suatu organisasi. Visi instansi

perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama

(shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan

segala sumber daya instansi. Dalam merumuskan suatu visi hendaknya harus

didasarkan pada kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut.

Dalam hal ini visi di Sekretariat DPRD Kota Pontianak sejalan dengan

Visi Kota Pontianak adalah :

6 Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawssan Lingkungan, Cerdas dan
Bermartabat"
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2. Pernyataan MISI

Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan oleh instansi

pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi

harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi juga terkait dengan

kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan

atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah

dipilih, memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan

(stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai

dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Pernyataan misi

mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang

kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk

mengarahkan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk lebih eksis

dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah.

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi serta visi yang

akan dicapai untuk masa yang akan datang maka ditetapkan misi Sekretariat

DPRD Kota Pontianak yang juga sejalan dengan misi ke-3 Kota Pontianah

yaitu:

Ilileningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang
didukung dengan teknalogi informasi, serta aporatur yang
berintegritas, bersih dan cerdas;

3. Penetapan Tuiuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya

1 (satu) sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini

maka Sekretariat DPRD Kota Pontianak dapat secara tepat mengetahui apa yang

harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu,

perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana

visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan

visi dan misi yang telah ditetapkan.
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Adapun tujuan strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak adalah :

indikatornya:

4. PenetapanSasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai

dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan

bagian integral dalam proses perencanaan strategi. Fokus utama dari sasaran

adalah tindakan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi yang bersifat

spesifi[, dapat diukut menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada

hasil yang dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.

Berdasarkan pengertian diatas maka sasaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak

adalah sebagai berikut :

.-d i.ffi
,';C'i
,{
f
f
i
\

Sasaran :

Meningkatnya Kapasitos Lembaga Perwakilan .

RalgrotDaerah

Indikator 1 :

Persentase Proleg da yang dibahas
-,

Indikator 2 :

Persentase Raperda yang disahkan
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5. Penetapan Kebiiakan dan Program

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat

agar dapat meningkatkan kinerja yang diinginkan. Strategi tersebut

dituangkan Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam penentuan kebijakan,

program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai

kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaraR, tujuan, misi dan

visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan

terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari

suatt program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang

memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan berdimensi

waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/

kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan

untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi.

Adapun Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Pontianak meliputi :

1. Meningkatkan fasilitasi Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan

DPRD

2. M eningkatkan fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran

3. Meningkatkan fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

4. Meningkatkan fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

5. Meningkatkan fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi

Masyarakat

6. Meningkatkan Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik

DPRDMeningkatkan Fasilitasi Tugas DPRD

Program- program yang ada di Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 202A

terdiri atas :

1. Program PelayananAdministrasi Perkantoran

I UPONAN [IN[RT[ $HruIAIITI DPID IOIA PONIIIIUf, IItrIII{ 202ll 26



2. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja

5. Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan

7. Program Peningkatan Pelayanan Prima

8. Program Pengembangan Data/ Informasi

9. Program Pengembangan Sistem Informasi

1-0. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Ralqyat Daerah

A. Perianiian Kineria

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di

depan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dieapai, dikaitkan

dengan tingkat pelaksanaan programf kegiatan. Perencanaan kinerja ini

menjabarkaR rencaRa program/ kegiatan dan targetnya yang dikomitmenkan

oleh Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk dapat dicapai pada suatu tahun

anggaran, yaitu tahun 2A20.

PERJANJIAN KINERIA PERUBAHAN TAHUN 2O2O

SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

r1t {2) t3l {4}

1. Meningkatnya Kapasitas
Lembaga Penvakilan
Rakyat Daerah

1-. Persentase Prolegda yang
rlihoh a cul uqt lqJ

78 a/o

2. Persentase raperda yang
disahkan 81- o/o

1.

Program

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah

Anggaran

Rp. 8.t76.280.800,-
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A. Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi dan analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat

keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang

dihadapi sefta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil, dalam rangka

memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaraR (outcome)

dan indikator kinerja kegiatan (outputJ yang ingin dicapai pada tahun anggaran

202A. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan

alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai

input bagi proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan

format pengukuran kinerja, yaitu dengan terlebih dahulu menyajikan hasil

pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja

sasaraR, target dan realisasinya dan selaniutnya dilaniutkan dengan hasil

pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, target dan

realisasi anggarannya.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan diatas,

berikut dikemukakan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran dan

kegiatan serta anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2020.

Pada tahun 2020 Sekretariat DPRD kota Pontianak melaksanakan tujuan

dan sasaran sesuai rencana strategis DPRD Kota Pontianah yaitu :

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Ralqyat Daerah.
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Target kinerja yang ingin dieapai pada tahun 2A20 dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel3.1

Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2020 .

Untuk mengukur indikator kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan

analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kineria tahun 2024

29

1:11r ,''

52,940A1". Persentase
Prolegda yang
dibahas

Meningkatnya
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Ralryat
Daerah

2. Persentase
Raperda yang
disahkan
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Dari terget capaian kinerja sebesar 78 o/o hanya terealisasi sebesar

52,94o/o. Angka tersebut didapat dengan cara membandingkan antara

jumlah raperda yang disepakati dalam Program Pembentukan Peraturan

Daerah dengan jumlah raperda yang dibahas oleh DPRD Kota Pontianak

bersama Pemerintah Kota Pontianak. Adapaun Program Pembentukan

Peraturan Daerah ini sudah mencakup raperda yang diusulkan Pemerintah

Kota Pontianak dan Raperda yang merupakan inisiatif DPRD Kota

Pontianah sehingga diperoleh rumus :

|umlah Raperda yang disepakati dalam Program Pembentukan Peraturan

Daerah tahun 2020 adalah sebanyak 3L Raperda yang terdiri :

Sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan DPRD Kota

Pontianak Nomor 28 Tahun 2019 tentang Program Pembentukan Peraturan

Daerah Kota pontianakTahun 2020.
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Surq t Keputusqn terlampir :

Ilenrmtrarg

MengifiSar

w
nFRD ltr'rTi ft tHTIAN{tiI'IMHilTN

I'Rr )VtNSt [&l.lMAr*TAN lt{f+A'r

NEIrt rytf s.{N Dpt{n H( }TA tr rt'fi AilAti
NrlMilla J8 TAllllH lrllrt

T}:hiTAil(I

tr}R{ 1 I R,{M ITF:M BE l{N I HA N P*: R.T'TIJ EA T{ I}A }:HA I I
hi{tTA lr}NTIAN/Ih TfiIlt.tN lr}}tl

FIt{FlNrtN l)PR$ h(,TA t\ INTIANA}i,

hahn'l lYrrgmnr llnrlrntrrk]rtl Frfltur*rr l)itcrah Kotrr
Rln tlir n*tk ntrntFak rrrr I fl rt rtlltrf n Ff lrrrt-tln anr n Fruflr.rnl
ltmt*nftrk:rrr f]rr:rturdtl f]teruh r':rng diausurr sccita{r
trrtrlt..lttrr, terpndtr, drrfi r]l$tdrlltttir Eatirlp T*rhun
,tnlgqarurr;

Bahr** txrrl***"krrn prstl lir eyrl( (11 rtsn $l'sr {ll
lknrtrrfttr Merteri Onl:rm NeEcri Noruor 80 Tahun :JO1i.
Prngrnm Penrlxrrtuknn lbraturan Ouerah ynng telnrh
dimprkuti DPRD hor* Frntlnnnk bers*ma Fcmertnrah
}($t* Rrntlnnai( iliretfipkrln elulnnr Rapat tti,rrpurnll
DFRD K$ra ltrntixnuk rten ditftflpken dragnn
Kepulusan I)PRII ltuta Rrntianak;

bahnra berrtastrkan perlimbsng[n scbrgaiurs,n*
dim*hsud daliln hrrruf lr dnn huruf b. pcrlu
menet*.pkan lieputueen EPRD Kotn F\nntjenak rrntan1f
Pr$Bmm Pembrntuknn Frratumn Oaereh Kota
Fontiun*k Ttrhun .]OtO;

Undang-Urrtlang Nomnr !? Tahun lqsq trnteng
Fenct*pnn Llnclrrng-Undang Drrnrfiu Nermor 3 Tahua
ts53 rrntans Fenrbcntukan Dncr*h Tingkat lt di
l&rllrnnntsfl (Lrmtrsran Negora Rcpublik Indoncsia
Trrhun t95il Nonl$r {1. crb{gnimans tdah diubah
dengan Undunp-Undang Nomor I Tnhun 196$ tcrrtang
Fembcntuknu Dncr&h Tingkut il Tanah t"aut, Dacrah
Tingkai ll Tnpin dnn Daerrh Tingkat II thbnlongdcng&n
mcngubah Undang-und*ng Nonror t? Tahun lSSg
trnt{rng Frnctapsn Undnng-und.nng F*nrrar Homor i
Tnhun lt53 renr$ng Fembrnruknn Daerah ?tngkat U di
Ktlimantan {Lcmbcran Negara Rcpiuibtik trdonarlr
Tthun 1965 Nnmrx 5t, Trmlxhnn Lrmb*ran t{egrm
Nomor R*putrlik [ndonr*ie Nomnr :]?Soh

(_
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Undaag-Undang I{orior 12 Tahun AOll rcntang
FcmbEntukrm Fl'raturefJ Frrr.ur<l*ng-Ind.angrn
{temb*tan l{cgpra RrpubliL Indorcsia Tahun ZOG
Ntmor 1231:

Undang-Undang Horn{rr 23 Tahun &14 rrrrrang
Ircmerintsh*n Ducrnh {f.crrrbsrsrl !{cgam ltepublik
lndonegia Tshun 2Ot4 Nomor ?,44, Tambahan
laanberan llcgara Rrpubli& lndoaenia Noanor 55871
sf,bsgptmena trlah diub*h b+berapa hali tsrakhir
drrrya,n Und*ng-Undeng iaomar g T€hun 2O15 reatarrA
Fenrbghen l{cdua etec Urdang-Undang ltloraor 23
TehuI 1614 tfnlerrt Femerint*han ilaerah fl.mbsrsn
Neggra Republik lndoncsia Tahun X]15 Nomor 58,
Tarnhhan lrmbaran Ncgara Republik lndoncsi.;a Nomor
5679t;

Peratural Frrnerintah Ne l8 tahun 2Ol7 tantang Ha&
Kcualgan dan Admirustratd Pimgitan dan Angqota
Dervan Ferwakrlan R6k!"at Dscrah $-crab*ran Ncgara
Republik lndon*aie Tahun 2Ol7 Nomor lO6, Taabehan
Lembaran Ncgara republik lndoncsia Nooor 605fl;

Frraturan Pcmcrintah Nomor 12 Tahun 2Ol8 tciltar&
Fedoman Fenrtstrnan tgta Tertib Deran Fersaklen
Rekyat Daerah Pmvinsi, l{sbupaten, dsn Koe
(lembaran Negara Rcpublik Indoneeie tahuo 2Ot8
Nomor 59, Tambahan lrmbaran Negara rcpublik
lndonesia Nomor 6l<l7f ;

Feraturar Mcnteri Dalam neggri Nomor EO Tahun 2Ol5
tentanB Fembenrukan Produk Hukum Daerah lBerira
Negara Republik lrrdoneria Tahun 2Ol$ Nomor 2O36f
scba&aimana tcla-h di ubeh dengan Fcranrran Msnteripslrm ltisBeri Nomor 120 Tahun Terrtrng Ferubplrsn
Ata3 Fereturan Menteri Dalam ncgeri Nomor 8O Tehun
2Ol5 tcntang Fernbentukan Produh Hukum Dacrah
@erita Ncgara Republik lndoneria Ta.hun X)18 Homm
154;

Feraturan Dacrah i(ota Fontianak Noraor E Tahun 2Ol7
lenta.og Hak lfuuangan dan Mministratif Fi:apinan dan
AnBEota Dewan Pcrwakilan Ba-lryat Dsersh l{ots
Pontiansl. {Berita Decrah Xota Fontirnak Tshun 2Ol7
Nornnr E, Tembahan Bcrita dacrah Kota Fontianak
Tehun 2Ol7 Nomor 15fl;

Feraturan Derran krrakilan ftakyat Dacrsh Kote
Pontiqnak Nomor I Tahur 2Ol8 Tentang Tata, Tqnib
Devan Perwakilan RaILvat Daerah kota Fontisnak
(Berita Daerah Kota Fontionak ?ahun 2O18 Nomor ll

8.
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R*pst Fp*purn* Kc I I [)FRtl Hsta Fsrntiaxe-le Lr$*r
Fer*rSsrr$rln lt* I ?nhun Bidang 2019-2020 DFRO Xota
Rrnt:en*k {sn*E*I 28 Nqvcfiber ?S19 den6rn eenrr
Ftnancl*tnrge.ma Fiats l{*ntp*hsmsn Prugram
prn,b+$tuLel.r P::ratu.r*rr Sccr*h l{ota Funtirnsk Tahun
:*f$.

ME MUTUSHAN

PROORAM PEMSE}IT!.IHAN PSRATURAT'I $AC,EA}I KOTA
R}Xr.|AT'IAK TAHUH 2O3O

*l*nyerujui k+gram F*rnh*ntuk*n frreiuran Oarr*h Kota
Fnnti*n*rk T*hun IOIO.

Lempiran trro8r€ulr F*mhentukan PerBfursfr Ds.crah
Pontisnak Tahur 2t}2O m.rupakrm hagian y*ng
terprselrken dari Keputusan rni.

Itrputuaan nFRn ilri mul{i brrlaku p*dfl isn€&fi! ditatapksn

Kota
tidak

DitcteFken di Fontianak
pada tanqfl 28 Novemtrer Z0ltl

KETUA offn rOrn PONTIANAK"Y,,*
le
tr*ro,*
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tlAtTAR : L{rmprran K*puluaflrr DFRD Kou Fontirrnak
Nomor : ?8 Tshun 2019
Tnn*Esl : 28 Novembcr 2Ol9

Tentang

PFOCRAM PEMBT:NTUHAI{ PERATURAN DAERAH KOTA POI{IIANAX
TAHUN 2O:lO

Lryol_.felrt* .- _" tgg/tttq----__
j t_I$nftfau . Perlindungan I'q_r.mple.,4"n A_nak Korlgr Kekgr.elen

1 J i Rapcrrlu , Perubnhan At*s Pernturnn Dscralr Nomor l0 Tahun 2Ol8
i : Tenrang Rsn8una1rl,edqng._ . _-.1 I R.pe'J;l l"c*nrffinaapera' d$-B*lanl" Dnirsfi *-ort tunttnnal
i :Tahun $ggerar 2p?U_' + I naperar-l **rritr"i-angalaran n"na*p*t"n?"" t].I""r, naerar, Grr'

iI j Rrntrana! fe!y" Angsaran 2i?9_ --- _ r
.1 | Raperda Pcrubahan Atas Peraturan Dacrah Tentang Pokok-Pokok 

I

I Fengclola:n (euangan SggCtt
i rj_-tep..d" _rLiEo;q!te!__- .-..__- .___-. l
i 7 | Rapertts I Prnvcrtaa.n Madal lremcrint{rh ltoia Pontianak pada tsank

I I Kalimantan Barst I

= 
i Eeprd$- Ip"lssEl*"" 4!r-!4r'!s[-qes,rs!t*- -.----. ".*,-]], q,, 

.Reperda_*. lte]fm-bae{| n_Ail-!:!nlq3!-&Ile_*"!L _ -- j
I lO Rarrerda Peroustnkaan l

FT-- n#A; 'uffipei;n.kh"" ro"tiui"" v"ns M""Jarii ttu*.;ang." I

i i Darrah 1i 1-2' Raprrrla iRukunTetang6g-glgnSu@nl*'arg_ -_. l
i.t ' n?p*r.r*-fn"".ana n muang.r".r ina"sriT"t"iE-itl{ K"t" FontiBnekl

4-i- Jq"r-gjssq -"--J
I llj Rglgda I Retn_buir Jase_uggLlrg _ _ ]

i t s_-_B"psd* I &tlu"e1-!!9na.ra lg!_ekpqgglkaqi 

-*

I lti I Raoercla I Keoariwisat"an I-lt ' R;;;td"l p.ft-u"rr"" p."y.rr""" M"dal F.ffi
I o16, psrus&hagn Urnum Daerah Tirta Khstulisti$a I

J l s l nap...arlF.ri**u"rran Fcnyerta"n lUodal F.m.-.rnt"fr X"ra F"rtt""-kl
I I lpada Perusahaan Umum Daerah Tina Khatulisti*'a dalam I

i i lerogram Hibah Air Minum Pcrkotaan dan Kcgiatan 
,

I i lPeningtglgq-4lseg4irllinum.l$Ell-- i

lS-: Raperlra ,P.*;b.h." p.twrraen frf"aal P.tD€rintah Kotl ponti"n"El

: I pada Ferusahaen Umum Deerah Bank krkrcditafl Rekvet I

I . , Bank Pasar Fqotiangk ]

t 20 : Raoerd& Pelavanan Perusahaan Umum Daerah Tins Kharulistiws I

' .-;--r--' -:-----:-= ---:-- --;i-- -l --i, - I - -:i::: ffian i' 2l*fR#"rd;-iF.^ib"lr"" Ata" P[tatur*n- u".r"tt ll"iii-Ttahun 2019 I

I I r.ntang Rencana Fembangunan .tangka Menengnh Daerah I

. -__1 _- .. Kots dntians.h Tahun zoa6-2q4 
-.---l

22 | Rapcrda I Rencani Pcrlrndungan dan Pengelolaam Lingkungln Hidup,
I Kota Pontianak Tahun 20l9-20aq l

-. 
-+-_ .-..-------r-

:f i naperAa , eeruUatran etai persturan baerah Nomor 2 Tahun 2Ol323 r Raperda ;Perubahan Atas Persturatr Daerah Nomor 2 Tahun 2O13,

i I I tenlang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Fontiansk Tahun I

i I l2ors.2o33 i

i .ac I Raperda j Perubahan Atas Pereturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016;

L I ' 
i relmrg ptsltrntutE! dan suqu444 Feranx st p h . illS J Rapcr.ia Perubahsn Aus Feraturan Daerah Nomor ll Tehun 20t2l

, I iTentang Penceg,ahan den Fenargulangpn HIY/ffDSrll I _-- -- I _
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Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2A75,

Program Pembentukan peraturan daerah yang telah disepakati oleh DPRD

Kota Pontianak bersama Pemerintah Kota Pontianak ditetapkan dalam

Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak dan ditetapkan dengan Keputusan

DPRD Kota Pontianak.

Dilihat dari Surat keputusan tersebut diperoleh jumlah program

legislasi daerah yang disepakati sebanyak 31- Raperda. Namun dalam

perialanan pembahasan di tahun 2AZA ternyata ada penambahan Raperda

yang dibahas dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak.

Berikut penambahan Raperda yang dibahas ditahun 2A20, namun tidak

tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020:

Sehingga total Raperda yang diusulkan sebanyak 34 Raperda.

Berdasarkan sumber data dari Bagian Perundang-Undangan Sekretariat

DPRD Kota Pontianak di tahun 202A, jumlah Raperda yang dibahas adalah

sebanyak 18 Raperda, dengan rincian sebagai berikut:

1.. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa

Pontianak

aL. Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Pontianak Tahun Anggaran 2024

3. Penyelenggaraan Kepemudaan

PERUSAHAAN UMUM DAEMH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

KHATULISTIWA DALAM PANGKA PROGRAM

PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2O2O

PENINGKATAN AKSES AIR MINUM

KOTA PONTIANAK

MINUIv,I TIRTA

HIBAH AIR MINUM

DAN KEGIATAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

KHATULISTIWA PONTIANAK
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4. PENAMBAHAN

PONTIANAK

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAEMH KOTA

PADA PERUSAHMN UMUM DAEM BANK

PERKREDITAN RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK

5. TAMBAHAN SETOMN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

KEPADA PERUSAHAAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAEMH

KOTA PONTIANAK

6. KEPARIWISATAAN

7. RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

8. RETRIBUSI JASA USAHA

9. PERTANGGUNG'AWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGMN 2O2O

1_0. NOMOR 15 TAHUN 2019

BELANJA DAEMH KOTA

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

TENTANG ANGGAMN PENDAPATAN DAN

PONTIANAK TAHUN ANGGAMN 2O2O

11, PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK

L2, RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PONTIANAK TAHUN

2020-2044

13. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK

PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA

KHATULISTIWA DALAM MNGKA PROGMM AIR MINUM AIR HIBAH

PERKOTMN TAHUN ANGGAMN 2O2O PKEGIATAN PENINGKATAN

AKSES AIR MINUM

14. PERPUSTAKAAN

15. RENCANA PERTINDUNGAN DAN P NGEIOIAAN TINGKUNGAN

HIDUP TAHUN 2020-2050

L6. PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

L7. PNNUSEHAN ATAS PERATURAN DAEMH NOMOR 7 TAHUN 2OL9

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

18. eNcceneru PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH KOTA

PONTIANAK TAHUN ANGGAMN 2021

Sumber B agian P erU ndang' U ndang an
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Dari data tersebut diatas, maka diperoleh Persentase Prolegda yang dibahas

sebesar:

|ika dilihat dari persentase yang dieapai, ternyata masih dibawah

target yang diinginkan dimana persentase target yang dibuat sebesar 78 o/o

dan hanya tercapai 52,94 o/o. Hal ini disebabkan semua Raperda inisiatif

DPRD Kota Pontianak tidak dibahas dan Raperda yang diusulkan oleh

Pemerintah Kota Pontianak iuga ada beberapa yang tidak dapat dibahas,

karena keterbatasan waktu, sehingga Raperda yang belum dibahas ditahun

2020 akan dilanjutkan pembahasannya di tahun ZOZL.

Dan hal ini tentunya juga tidak terlepas dari pandemi covid-L9 yang

mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah untuk melakukan re-vocusing

anggaran pada tahun 2020 untuk lebih fokus pada penanganan Covid-19.

Pembahasan Indikator 2 :

Dari target capaian kinerja sebesar 8L % terealisasi sebesar fiA%.

Angka tersebut diperoleh dengan cara membandingkan antara jumlah

raperda yang disahkan dengan jumlah Raperda yang dibahas. Sehingga

diperoleh rumus :

Persentase Raperda yang disahkan:
fr*iat Raperda yang disahkan

Junlah Raperda yane dibahas
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Pada pembahasan indikator kinerja 1 telah dijelaskan

raperda yang dibahas adalah sebanyak 1,8 Raperda. Sedangkan

yang disahkan menjadi Perda adalah sebanyak 18 Raperda,

sebagaimana tabel berikut :

bahwa

jumlah

dengan

jumlah

raperda

rincian

No No. perda Tanggal Perda |udul Perda

1.. 1 TAHUN 2O2O 29 IANUART

2020

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA

KHATULISTIWA

2. 2 TAHUN 2O2O 29 IANUARI

2020

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAEMH KOTA

PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

MINUM TIRTA KHATULISTIWA DALAM RANGKA

PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN TAHUN

ANGGARAN 2O2O DAN KEGIATAN PENINGKATAN

AKSES AIR MINUM

3. 3 TAHUN 2O2O 1,1 FEBRUARI

2020

PERUSAHAAN UMUM DAEMH BANK PERKREDITAN

RAKYAT KHATULISTIWA PONTIANAK

4. 4 TAHUN 2O2O 1.1. FEBRUARI

2020

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

DAERAH KOTA PONTIANAK PADA PERUSAHAAN

UMUM DAERA BANK PERKREDITAN RAKYAT

KHATULISTIWA PONTIANAK

5. 5 TAHUN 2O2O 4 AGUSTUS 2O2O TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA

PONTIANAK KEPADA PERUSAHAAN TERBATAS

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK

6. 6 TAHUN 2O2O 4 AGUSTUS 2O2O KEPARIWISATAAN

7. 7 TAHUN 2O2O 4 AGUSTUS 2O2O RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

B. 8 TAHUN 2O2O 24 AGUSTUS

2020

RETRIBUSI IASA USAHA

9. 9 TAHUN 2O2O 24 AGUSTUS

2A2A

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA

PONTIANAK TAHUN ANGGRAN 2O2O

10. 10 TAHUN 2O2O 26 AGUSTUS

2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR

15 TAHUN 2019 TENTANG ANGGAMN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA

PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 202O

11. 11 TAHUN 2O2O B DESEMBER

2020

PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK
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1,2. 12 TAHUN 2O2O 8 DESEMBER

2020

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA

PONTIANAK TAHUN 202A-2040

13. 13 TAHUN 2O2O B DESEMBER

2020

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA

PONTIANAK PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA DALAM RANGKA

PROGRAM AIR MINUM AIR HIBAH PERKOTAAN

TAHUN ANGGARAN 2O2A PKEGIATAN

PENINGKATAN AKSES AIR MINUM

14. 14 TAHUN 2O2O 15 DESEMBER

2420

PERPUSTAKAAN

15. 15 TAHUN 2O2O 15 DESEMBER

2420

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 202A-2050

L6. 16 TAHUN 2O2O 15 DESEMBER

2020

PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN

t7. 17 TAHUN 2O2O 27 DESEMBER

2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7

TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH

18. 18 TAHUN 2O2O 21 DESEMBER

2020

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN}A DAERAH

KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2021

Sumber Data : Bagian Perundang-undangan

Sehingga diperoleh persentase Raperda yang disahkan, sebesar :
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2. Membandingkan antara realisasi kineria serta eapaian kineria tahun

2O2O dengan beberapa tahun terakhir

Berikut perbandingannya :

dan indikator kinerjanya, tetapi untuk tahun 2020 terjadi perbedaan

sasaran dan indikatornya, sehingga persentase yang dihasilkan tidak

dapat dibandingkan.

Indeks kepuasan
Pimpinan dan Anggota
DPRD terhadap fasilitasi
kegiatan DPRD

Persentase
pengaduan/aspirasi
masyarakat yang
diteruskan kepada DPRD

Persentase Prolegda yang dibahas

Persentase raperda yang disahkan
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Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 20LB:

PERJANIIAN KINERJA TAHUN 2OL8

SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK

Berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2019:

PERIANIIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2AT9

SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK

No Sasaran Strategis Indikator Kineria Target

llt (2) 13l r41

L. Meningkatnya kualitas
fasilitasi terhadap
setiap kegiatan
Pimpinan dan Anggota
DPRD

Indeks kepuasan Pimpinan dan
Anggota DPRD terhadap
fasilitasi kegiatan DPRD

8L,25

2. Meningkatnya fasilitasi
penyampaian aspirasi
masyarakat kepada
DPRD

Persentase pengaduanlaspirasi
masyarakat yang diteruskan
kepada DPRD

80 o/o

No Sasaran Strategis Indikator Kineria Target

r1') (2) t3l {4)

1. Meningkatnya kualitas
fasilitasi terhadap setiap
kegiatan Pimpinan dan
Anggota DPRD

Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota
DPRD terhadap fasilitasi kegiatan DPRD

8L,25

2. Meningkatnya fasilitasi
penyampaian aspirasi
masyarakat kepada DPRD

Persentase pengaduan/aspirasi
masyarakat yang diteruskan kepada
DPRD

80 o/o
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3. Membandingkan realisasi kineria sampai dengan tahun ini dengan target

iangka menengah Renstra / RPTMD

|ika dilihat dari tabel untuk realisasi kinerja tahun 2A2A dengan target

Renstra untuk Indikator yang persentase prolegda yang dibahas masih

belum memenuhi target hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dalam

pembahasan prolegda tersebut serta adanya refocusing anggaran 2020

sebagai dampak pandemi Covid-19. Tapi untuk persentase raperda yang

disahkan dapat melebihi target karena dapat disahkan semua raperda yang

telah dibahas.

4, Membandingkan realisasi kineria tahun ini dengan standarnasional
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Persentase Prolegda yang
dibahas

Persentase raperda yang
disahkan

Meningkatnya
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat
Daerah

1. Persentase
Prolegda yang
dibahas

2. Persentase
Raperda yang
disahkan



5.

]ika dilihat dari tabel tidak dapat membandingkan realisasi kinerja

Sekretariat DPRD Kota Pontianak dengan standar nasional dikarenakan

tidak adanya standar nasional yang ditetapkan.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan /
penurunan kineria serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penjelasan:

* Untuk indikator kinerja Persentase Prolegda yang dibahas dengan

realisasi kurang berhasil dengan nilai yang didapatkan kurang dari

target yang disebabkan keterbatasan waktu dalam pembahasan

program legislasi daerah serta adanya refocusing anggaran 202A

sebagai dampak pandemi Covid-19, namun Sekretariat DPRD akan

lebih meningkatkan kinerianya agar ke depan dapat lebih baik lagi.

* Untuk indikator Persentase Raperda yang disahkan dengan realisasi

berhasil yang disebabkan nilai yang didapatkan melebihi target. Hal ini

agar dapat dipertahankan.
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Realisasi <

target
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Persentase Raperda
yang disahkan

berhasil
Realisasi >

target
dipertahank
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6, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penielasan untuk efisiensi anggaran :

Dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Pontianak dikatakan telah dapat

melakukan efisiensi dalam anggaran, diantaranya dapat dilihat dari

program yang telah dilaksanakan :

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pada anggaran murni Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah dianggarkan dana sebesar 8.68L.793.900,-,

kemudian dilakukan 2 kali refocusing anggaran sebagaimana

diamanatkan dalam instruksi Presiden No. 4 Tahun 202A tentang

Refocusing anggaran kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan

barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus

Disease 20L9 (Covid-19) hingga menjadi sebesar 2.702.998.800, pada

anggaran perubahan ditambah menjadi Rp. 8.176.280.800,- dan pada

akhir tahun terealisasi sebesar Rp. 7 .97 7 .7 03.7 7 5,- atau 97,57 o/o.

Meningkat
nya
Kapasitas
Lembaga
Perwakila
n Rakyat
Daerah

Program
Peningkat
an
Kapasitas
Lembaga
Perwakila
n Rakyat
Daerah

8.776.280.800,- 7.977.703.775,- L00 o1o
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7. Analisis program/kegiatan yang menuniang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian kineria

Berikut penjelasan untuk masing-masing program dan kegiatan :

A. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Fasilitas Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Pontianak Kegiatan

ini dilaksanakan dengan dana sebesar Rp. 4.025.250.000,- dengan

realisasi sebesar Rp. 4.025.250.000,- atau 100 %. Output yang

dihasilkan dari kegiatan ini terlaksananya kegiatan reses anggota

DPRD sebanyak 3 kali dimana ditargetkan sebanyak 3 kali, dan

dapat dilaksanakan dengan baik. Output yang dihasilkan dari

kegiatan ini dapat menyerap aspirasi masyarakat.

1.2. Fasilitas Pengkajian Perda

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 142.336.000,-. Terealisasi

sebesar Rp. 121.224.000,- atau 85,L7 % untuk keuangan dan

L00o/o untuk kinerja.
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Persentase Prolegda
yang dibahas

Persentase Raperda
yang disahkan



1.3. Kerjasama Adeksi dan Asdeksi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 32.600.000,-. Dengan

Realisasi dana sebesar Rp 31.000.000,- atau sebesar 95,A9 o/o

untuk keuangan dan 1000/o untuk kinerja. Output yang dihasilkan

dari kegiatan ini terlaksananya pembayaran iuran asosiasi

ADEKSI dan ASDEKSI dengan target 1 kali.

1.4. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota

Pontianak

Kegiatan ini melaksanakan melalui pengiriman pimpinan dan

anggota DPRD Kota Pontianak pada Diklat dan kegiatan

Pengembangan Wawasan. Dana yang dianggarkan untuk

kelancaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 3.260.069.800,- dengan

realisasi sebesar Rp. 3.084.2A4.775,- atau sebesar 94,67 oh dan

t00o/o untuk kinerja.

1.5. Sosialisasi Perda Inisiatif

Kegiatan ini dilaksanakan untuk terlaksananya sosialisasi perda

inisiatif DPRD kota pontianah namun kegiatan tidak dianggarkan

sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Dilihat dari masing masing kegiatan dapat dilaksanakan dengan bai[
namun ada satu kegiatan yang tidak dianggarkan sehingga tidak dapat

dilaksanakan yaitu kegiatan sosialisasi perda inisiatif. Mengingat kegiatan-

kegiatan yang mendukung IKU tersebut merupakan kegiatan yang rutin

dilaksanakan maka Sekretariat DPRD lebih mudah untuk melakukan evaluasi

dalam rangka peningkatan kinerja. Selain itu capaian ini juga didukung oleh

adanya kerjasama yang baik antar bagian sebagai komitmen untuk memberikan

fasilitasi terhadap kegiatan DPRD.
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REATISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan meliputi Laporan Perhitungan Anggaran (LpA),

Neraea dan atas pelaksanaan anggaran selama Tahun Anggaran 2A20, periode L

|anuari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Berikut ini diuraikan realisasi anggaran menurut satuan kerja I SKPD J

sebagai berikut:

Pada tahun 202A Sekretariat DPRD Kota Pontianak menganggarkan dana

sebesar Rp. 54.450.871.309,- dengan realisasi sebesar Rp. 51.619.295.85L,- atau

94,80Vo.

Perincian lebih lanjut ke dalam program program pada DPPA Sekretariat DPRD

Kota Pontianaktahun anggaran 202A adalah sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 41.696.390.530,-

2 Program Peningkatan Sarana Prasarana dan
Perlen-gkaBar! Kantar

3.939.794.679,-

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 56.970.800,-

4
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kineria

8.200.000,-

5
Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur 233.790.000,-

6
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
keuangan

4.200.000,-

7 Proqram Peninekatan Pelavanan Prima 4.300.000.-

I Prosram Pensembansan Datal Informasi 282.944.500,-

9 Program Pengembangan Sistem Informasi 48.000.000,-

10 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah 8.176.280.800,-

Iumlah 54.450.87t.309,-
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Adapun realisasi penggunaan anggaran Sekretariat DPRD Kota Pontianak

sesuai DPPA Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut :

Adapun realisasi penggunaan anggaran belanja langsung Sekretariat DPRD

Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 berdasarkan program dan kegiatan, adalah

sebagaiberikut :

1

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

47.696.390.530,-

39.388.523"347 ,- 94,47

2

Program Peningkatan Sarana
Prasarana dan Perlengkapan
Kantor

3.939.794.679,-

3.673.987.529,- 93,25

3

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

56.970.800,-

24.394.844,- 42,82

4
Program Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kineria

8.200.000,-

6.604.600,- 80,54

5

Program Peningkatan Disiplin
dan Kinerja Aparatur

233.790.000,-

228.310.000,- 97,66

6
Program Peningkatan
pengembangan sistem
nelanoran keuansan

4.200.000,-

2.250.000,- 53,57

7
Program Peningkatan
Pelavanan Prima

4.300.000,-
4.300.000,- 100

I Program Pengembangan
Data/ Informasi

282.944.500,-
267.32L.800,- 94,48

9
Program Pengembangan
Sistem Informasi

48.000.000,-
45.900.000,- 95,63

10
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakvat Daerah

8.176.280.800,- 7.977.703.775,- 97,57

54,450.871.309,- 51.619.295.B51,- 94,80
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L Gaji dan Tunjangan PNS
6.24L.76',t.639,= 5.528.231.075,=

88,57

2 Gaii dan tuniansan DPRD 25.989.797.227,- 25.882.332.876,- 99,59

3
Penyediaan |asa surat
menvurat

11.700.000,- 11.100.000,- 94,87

4
Penyediaan |asa komunikasi
Sumber Dava Air dan Listrik

497.500.000,- 395.988.850,- 70 (o

5
Penyediaan |asa Kebersihan
kantor

509.403.100,- 508.954.339,-
99,97

6 Penvediaan Alat Tulis Kantor 185.240.000,- 181.815.650,- 98,15

7
Penyediaan barang cetakan
dan nenssandaan

189.865.000,- 189.794.204,- 99,96

B

Penyediaan Komponen
instalasi listrik/ penerangan
bansunan kantor

37.000.000,- 36.950.000,- 99,86

I
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undansan

94.920.000,- 85.700.000,- 90,29

10
Penyediaan makanan dan
minuman

480.400.000,- 479.725.000,- 99,86

L\ Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah

5.787.048.770,- 4.097.1i3.517,- 78,99

L2
Penyediaan jasa teknis
administrasi perkantoran 360.512.800,- 2L1.131,.861,- 58,56

13
Penyediaan |asa Administrasi
Keuangan

514.980.000,- 488.070.000,- 94,77

L4 Penvediaan kesiatan olahraea 8.232.000,- 7.000.000,- 85,03

15
Penyediaan Kebersihan Rumah
Iabatan

242.936.400,- 242.702.379,- 99,90

L6
Penyediaan fasilitasi kegiatan-
kesiatan kantor

60.000.000,- 60.000.000,- 100

L7
Penyediaan komponen
instalasi listriklpenerangan
rumah iabatan

32.400.000,- 29.7A7.500,- 9L,69

18
Penyediaan jasa pengamanan
kantor

742.544.000,- 701.606.100,- 94,49

L9
Pelayanan Kegiatan Anggota
DPRD Kota Pontianak

310.150.000,- 250.600.000,- 80,80

fumlah 41.696.390.530,- 39.388.523.347,- 94,46

50up0nN rilmu[ $mHlnm Dp[I] [0u P0ilII|NA[ rmw 2020



1.
Pemeliharaan rutin/berkala
sedung kantor

287.970.000,- 278.770.000,- 96,80

Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional

2.042.570.00A,- 7.902.570.000,- 93,14

2.
P emeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas /operasional

230.272.040,- 189.036.170,- 82,!7

3.

Pemeliharaan rutin/ berkala
perlengkapan rumah jabatan /
dinas

58.775.000,- 40.072.350,- 6B,OB

4.
Pengadaan Perlengkapan
Rumah Iabatan/ Dinas

509.476.000,- 474.007.800,- 93,04

Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Mebeleur

1,6.500.000,- 16.220.000,- e8,30

5.

Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan dan perlengkapan
sedune kantor

155.326.229,- 154.698.600,- 99,59

6.
Pemeliharaan rutin/berkala
Rumah Iabatan

354.340.000,- 347.795.609,- 98,15

7.
Pengadaan peralatan dan
PerlenekaDan Gedung Kantor

284.625.450,- 270.877.000,- 95,77

fumlah 1.229.786,280,- 977.614.951,- 79,49

1"
Pendidikan dan pelatihan
formal

55.220.800,- 24.394.800,- 44,78

2
Penyusunan Evaluasi dan
Analisis Iabatan OPD

1.750.000,-

fumlah 55.970.800,- 24.394.800,- 44,L8
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Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kineria

t. Penyusunan Rencana Keria 2.500.000,- 2.440.000,- 97,6

) Penyusunan Laporan Capaian
Kineria

5.700.000,- 4.164.600,- 73,46

fumlah 68.500.000,- 65.190.000,- 95,17

Program Peningkatan Disiplin dan Kineria Aparatur

I Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlenskaoannva

233.790.000,- 228.370.000,- 97,66

Iumlah 233.790,000,- 228.310.000,- 97,66

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan

L
Penyusunan Laporan keuangan

4.200.000,- 2.250.000,- 53,57

fumlah 4.200.000,- 2.250.000,- 53,57

Program Peningkatan Pelayanan Prima

Penyusunan Laporan Survey kepuasan
Masvarakat ISKMI

4.300.000,- 4.300.000,- 100

fumlah 4.300.000,- 4.300.000,- 100

Program Pengembangan D ata / Informasi

Penyusunan Data dan Profil OPD

Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan
DPRD

282.944.500,- 267.321..800,- 94,48

Penvusunan Buku Selayang Pandang

fumlah 282.944.500,- 267.321.800,- 94,48
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Pengelolaan website
48.000.000,- 45.900.000,- 95,62

fumlah 48.000.000,- 45.900.000,- 95,62

1
Fasilitasi kegiatan reses anggota
DPRD Kota Pontianak

4.025.250.000,- 4.025.250.000,- 100

2 Fasilitasi penskaiian perda 142.336.040,- 121.224.000,- 85,17

3 Keriasama Adeksi dan Asdeksi 32.600.000,- 31.000.000,- 95,09

4
Peningkatan kapasitas pimpinan
dan anggota DPRD Kota Pontianak 3.260.069.800,- 3.084.204.775,- 94,60

5 Sosialisasi perda inisiatif
6 Fasilitasi Rapat-Rapat DPRD 716.025.000,- 776.025.000,- 100

fumlah 8.176.280.800,- 7.977.703.775,- 97,57
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Kesimpulan

Laporan Kinerja Tahun 202A ini dibuat dalam rangka wujud pertanggung

iawaban atas pelaksanaan program-program yang ditetapkan dalam Rencana

Kinerja Tahun Anggaran di Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2AZA ini

menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak dan evaluasi

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun

kinerja sasaran juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan

keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Sekretariat DPRD Kota Pontianak menetapkan

sebanyak 1 (satuJ sasaran dengan 2 (dual indikator kinerja sesuai dengan

Dokumen penetapan kinerja tahun 2020 yangingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap peneapaian sasaran tersebut, untuk

indikator persentase prolegda yang dibahas belum memenuhi target yang

diinginkan yaitu sebesar 52,940/6 dari target sebesar 78o/o,hal ini dikarenakan

semua Raperda inisiatif DPRD Kota Pontianak tidak dibahas dan Raperda yang

diusulkan oleh Pemerintah Kota Pontianak juga ada beberapayang,tidak dapat

dibahas, karena keterbatasan waktu, dan tentunya juga tidak terlepas dari

pandemi covid-19 yang mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah untuk

melakukan re-vocusing anggaran pada tahun 2020 untuk lebih fokus pada

penanganan Covid-19. Untuk indikator persentase raperda yang disahkan

secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > B0 - 100 yang termasuk

dalam interpretasi Memuaskan, Dalam tahun anggaran 2020 untuk

pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak

dalam rangka mencapai target kineria yang ingin dicapai dianggarkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah IAPBD) Kota Pontianak tahun
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anggaran 2A20 sebesar Rp. 8.176.280.800,- dan realisasi anggaran meneapai

Rp.7.977.703.775,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 97,57 o/o.

Berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Sekretariat

DPRD Kota Pontianak dalam mewujudkan sasaran strategis pada tahun 2020

dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya pandemi covid-19 yang mewajibkan seluruh Pemerintah Daerah

untuk melakukan re-vocusing anggaran pada tahun 2A20 untuk lebih fokus

pada penanganan Covid-19

2. Keberadaan website Sekretariat DPRD Kota Pontianak sabagai wadah

untuk menampung pengaduan/aspirasi masyarakat secara online, masih

belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

B. Saran

Melihat I bertitik tolak dari keberhasilan yang dicapai dan kendala dan

hambatan, maka perlu kami sarankan beberapa hal sebagai berikut:

Internal

Budaya kerja

dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin berat di depan

Sekretariat DPRD kota Pontianak terhadap tugas dan tanggung jawabnya

masing-masing dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah

digariskan dalam arah kebijakan yang teftuang dalam renstra

kesatuan di Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk suksesnya

pelaksanaan program dan kegiatan.

Perencanaan

dan anggaran menjadi lebih efektif dalam mekanisme penyusunan

program/ kerja anggaran sehingga benar-benar mencerminkan

kebutuhan masyarakat;
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Penyusunan reneana pelaksanaan program dan kegiatan guna

pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan
secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi seeara

tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia

Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DpRD Kota
Pontianak ini, diharapkan dapat menggambarkan kinerja yang dapat
dipertanggungjawabkan, transparan dan akuntabel sehingga dapat memaeu

dan memicu Sekretariat DPRD khususnya dan Pemerintah Kota pontianak

umumnya dalam rangka perbaikan dan penetapan kinerja pada masa yang
akan datang.
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Tabel T-C.27
Rencana Ptogram, Kegiatan dan Pendanaan Selimetariat DPRD

Kota Pontianak

Tuiuan Sasaran Kode
Progrm dan

kegiatan

Indikator Kineria
Tujuan, SasaEn,

Program
(Outcome) dan

Kegiatan (outpuD

Data
capaian

pada
tahun
awal

perenca
naan

Target Kineria Program dan kerangka pendanaan
Unit
kerja
peran
gkat

daera
h

penan
ggung-

Jawab

I
o
k
a
s
i

Renca
na

Capaia
n

tahun
?079

Tahun 1

zo?a
Tahun 2

2027
Tahun 3

2022
Tahun 4

2023
Tahun 5

2024

Kondisi kineria pada
akhir periode Renstra

Perangkat Daerah

targe
t

Rp targ Rp tar Rp t2r Rp targe
t

Rp target Rp

2l t3l t4) 451 (6) (?l r11l tlzl r15l f161 t171 (211

Meningk
atnya
kualitas
penyele
nggaraa
n
pemerin
tahan
daerah

Nilal LPPD
Btntang

2

Binta
ng2

Bin
t2n
g2

Bin
tan
g3

Bin
tan
g3

Binta
tg4

Bintan

E4

Meningk
atnya
Kapasltas
Lembaga
Peruakil
an
Ralryat
Daerah

Persentase
prolegda yang
dibahas

7$o/n
7a
Vo Vo

78
%

7A% 78%

Persentase
raperdayang di 81%

81
%

81
qr

81

Vo
81o/o 8101'

Program
penlng*atan
kapasitas
lembaga
pemakilan
ralq/at daerah

Persentase
pelakanaan
kegiatan
peningkatan
kapasitas
berdasarkan
iadwel banmus

95o/o

7.819.693.900

95
Vo

8,073.612.800

95
V)

8.209.507.,t00

95
%

8.558.42,*.900

9\o/e

9.239.119.300

95Vo

42.600.678-3
00

Persentase
pengaduan

/aspirasi
masyarakat yang
ditindaklanjud

80Vo
80
o/o

80
%

80
%

80% 80Yo

Keriasama
ADEKSI dan
ASDEKSI

iangka waktu
pembayamn iuran
,dsksi dan asdeksi

5 thn 1 thn 32.500.000
7

thn
32.500.000

1

thn
32.500.000

1

thn
32.500,000 1 thn 32.500.000 5 thn 162.500.000

SetDP
RD

Peningkatan
Kapasitas
Pimpinan dan
Anggota DPRD

,anglc waktu
pembiayaan
peningkatan
kapasitas pimpinan
dan anggota DPRD

5 thn 1 thn 3.271.811,900
1

thn
3.378.473.000

7

thn
3.435.569.100

1

tin 3_624.181.800 1 thn 3.729.645.500 5 thn t7.439.6AL30
0

SeLDP
RD

Pelantikan/
Pengambilan

Jumlah kegiaan
pelanttkan/penga 1 kali 1 kali 330.000.000 ! kali 330.000.000

Set.DP
RD

Ptk



Ramah Tamah
Anggota DPRD

dan ramah tamah
anggota DPRD

Fasilitasi
Kegiatan Reses
Anggota DPRD
[(6t Ponfi.nrk

Jumlah kegiatan
reses yilg
dilaksnakatr

15 kgt 3 kgt 4.033.890.000
3

kst
4.155.400.000

kct
4.235,799.200

3

kgt
4.468.3,10.300 3 kct 4.598.369.000 15 kgt

21.501.794.50
0

Set DP
RD

P&

Fasllitasi
Pengkaiian
Perda

lumlah perdayang
dikaii

10
perda

2
perd

a
193.152,000

2
per 199.500.000

)
per 202.471.500

a

per
da

214.009.100
2

perd 220.236.800
10

perda 1.029.769.400 SetDP
RD

Prk

Sosialissi Perda
Inisiatif

lumlan KeglaBn
sosialisasi perda
inisiatifyang
dilaksanakan

60 kgt
72
kct

288.340.000
72
kct

297_739.800
72
kct

302.77t.600
72
k$ 319.393.700

72
ket

328.688.000 60 kgt 1.536.933.100 Set,DP
RD

Ptk

Fasilitasi rapat-
rapat DPRD

iumlah rapat yang
dilaksanakan 60 bln

12
hln

9S9.960.000 12
bln

991.254.600
t2
bln

1.008.006,800
72
bln

1.063.346.300
1,2

bln
1,094.289.600 60 bln 5.115.857.300 Set.DP

RD
Ptk

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

pesen&rs
pelaksanaan
kegiatan
pelayamn
administftrsl
perkantoran

70Oo/o
100
./o 4,.,430.759.96,.

100
%

41.765.762.591
10
$Vo

41.945.O91.191
100
Vo

,11.940.3s7.591 100
th 12.AA6.731.O41 10090

209,96A.702.
375

Gajt dan
Tunjangan PNS

12
bltr

5.457.790.000
12
bln

5.457_790.000
12
btn

5.457.790,000
bln

5,457,790.000 bln
5.457.790.000 60 bln 27.288.950.00

0
Set.DP

RD
Ptk

Gaii dan
Tuniangan

1Z
bln

25.663.046.741
t2
bln

25.663.046.L41
72
bln 25.663.046,t41

72
bln

25.663.046.141
t2
bln

25.663.046.141 60 bln
724375.230,7

05
SeLDP

RD
Ptk

Penyediaan Ias
Surat Menyurat

iangka waktu
penyedian
kebutuhan surat
menyurat

2 thn 1 thn 33.765.000
1

thn
33.765"000

1

thn
33.765.000 1

thn
33.765.000 I thn 33.765"000 5 thn 168.825,000 SeLDP

RI)
Prk

Penyediaan Iasa
Komunlkasi
Sumber Daya Air
dan Lisbik

Jilgka waktu
pembayaran
tagihan telepon,
Iistrik dan PDAM

60 bln
72
bln

550.500.000
bln

568,446.300 bln
578.053.000

t2
bln

609.788.100 bln
627.532,900 60 bln 2.934.320.300 Set.DP

RD
Ptk

Penyediaan Iasa
Keberslhan
Kantor

jangka waktu
pemoliharaan
kebersihan kantor

60 bln
1'
bln

442.827.700 bln
4ga.g6?.200 LZ

bln
506.993.000

L2
bln

534.827.000
t2
bln

5SO.390-4S0 60 bln 2.573.604.710 Set.DP
RD

Ptk

Penyediaan Alat
Tulls Kantor

Jangka waktu
penyedlaatr ATK &
OP

60 bln bln
271.667,750 bln

280.523.500
72
bln

2A5.264,350
12
bln

300.925.400 bln
309.682-350 60 bln 1.448.062.750 Set.DP

RD
Ptk

Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan

iangka waktu
penyediaan barang
cetakan dil
penggandaan

60 bln
tz
bln

267.406;t00
72
bln

276.124.200
12
bln

24O.79A.700
bln

296.206.150
L2
bln

304.825.750 60 bln 1.425.353.500 Set.DP
RD

ftk

Penyediaan
Komponen
Listrik/
Pentrangan
Bangunan

Jangka waktu
penyedlaan
komponen
lisriklpenerangan
bangunan kantor

5 thn 1 thn 52.000,000
7

thn
53.695.200

1

tlln
34-602.650

7

thn
57.600.350 I tlln 59.276.5s0 5 thn 277.774.750 Set.DP

RD
Ptk

Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peratumn
Perundang-
Undangan

iangka waktu
peByedlan t ahan

bacaan dan
peraturan
perundaog-
undangan

60 bln bln
94.920.000

12
bln

98.014.400
12
bln 99.670.850

72
bln

105.142.800
rz
bln

108.202.500 60 bln 505.950.550
Set.DP

RD
Ptk



Penyediaan
Makanan dan
Minuman

iangka waktu
penyediaan
makanan dan
minuman

60 bln
72
bln

533.900.000
11

tln 551.305.100
12
bln

560.622.100
72
bh 591.400,2s0

12
bln

608,610.000 60 bln 2.A45.437.450
Set.DP

RD
Ptk

Rapat-Rapat
Konsultasi dan
Koordinasi Ke
Luar Daerah

jan8ka waktu
fasilitasi rapat-
rapat konflltasi
dan koordinasi
angBota DPRD

5 thn 1 thn s.332.02A.770
1

thn
s_505.853.000

1

thn
5.598.902.000

1

thn
5.906.281.700 l thn 6.078.154.400 5 thn

28.421.219.47
0

Set.DP
RD

Ptk

Penyediaan jasa

Teknis
Adminisrasi
Perkahtoran

jangka waktu
penyediaan jasa

teknis administrasi
perkantoran

60 bln
72
bln

576.553.300
72
bln

59S.452.150
72
bln

605.515.250
12
bln

638.758.000
72
bln

657.345.8s0 50 hln 3.O73.724.550
Set.DP

RD
Ptk

Penyediaan jasa

administrasi
keuangan

iangka waktu
penyediaan jasa

administrasi
keuangan

36 bln
t2
bln

536.400.000
12
bln

553.885.600
12
bln

s63.247.250
tz
bln

594.169.500
12
bln

611.459.800 60 bln 2.859.153.150
Set,DP

RD
Ptk

Penyediaan
kegiatan Olah
Raga

iangka waktu
penyediaan
kegiatan olahraga

60 bln
12
bln

30.900.000
12
bln

31.907.350
12
bln

32.446.600
12
bln

34.227.950
t2
bln

35.224.O00 60 bln 164,705.900
Set.DP

RD
Ptk

Penyediaan
Kebersihan
Rumah Jabatatr

iangka waktu
penyediaan
kebersihan rumah

iabatan

60 bln
12
bln

187.596.800
t2
bln

r93.712.400
L2
bln

196.986.100
12
bln

207.800.600
12
bln

213.847.s00 60 bln 999.943.400
Set.DP

RD
Ptk

Penyediaan
fasilitasi
kegiatan-

jangka waktu
penyediaan
fasilitasi kegiatan-
kesiatan kantor

5 thn 1 thn 144.540.000
1

thn
L49.2s2.000

1

thn
151.774.350

1

thn
160.106.700 I thn 764-765.AO0 5 thn 770.438.850

Set.DP
RD

Ptk

Penyediaan
Komponen
Listrik/
Penerangan
Bangunan

jangka waktu
penyediaan
komponen
listrik/peneratrgan
bangunan rumah

5 thn 1 thn 32.400.000
1

thn
33.456.250

I
thn

34.027.700 thn
35.8S9.500 1 thn 35.933.900 5 thn 172.701.?50

Set.DP
RD

Ptk

Penyediaan Jasa
Pengamanan

jangka waktu
penyediaan jasa 60 bln

72
bln

757.279.000
bln

823.270.300
72
bln

837.183.600
72
bln

883.145.000
1Z
bln

908.844.550 60 bln 4.249.722.450
Set.DP

RD
Ptk

Pelayanan
Kegiatan
Anqsob DPRD

langka waktu
pelayanan kegiatan
,nrsot, DPRD

5 thn 1 thn 385.140.000
1

thn
397.695.500

1

thn
4A4.+16.550

1

thn
426.6L9.000 I thn 439.033.600 5 thn 2.052.904.650

Set DP
RD

Ptk

Program
Peningkatan
Sarana
Prasrana dan
perlengkapan

persentase
saram dan
prasarana kantor
dalam kondisi
haik

950k 95o/o 3-O44.702.2AO
95
oh 1.734.371.95O

95
Vo

1.763,6A2.650
95
o/o

1.860,508.750 95o/o 1.914.549.350 95o/o
1o,317.914.9

80

Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Gedung Kantor

jangka wakttr
pemellharaan
rutin/berkala

5 thh 1 thr 136.060.000
1

thn
140.495.600

1

thn
t42.869.900

L

thn
150.713.400 I thn I 55.099.100 5 thn 725.238.000

SeLDP
RD

Ptk

Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Kendaraan
Dinas/

jangka waktu
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas

60 bln
12
bln

166.212.000
12
bln

378.150.550
72
bln

384.541.300
12
bln

405.652.650
L2
bln

477.457.1.50 60 bl. 1.952.013,650
Set.DP

RD
Ptl

Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Perlengkapan
Rumah Jabatan/
Dinas

jangka waktu
pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
rumah

5 thn 1 thn 27.000.000
1

thn
27.880.200

I
thn

28.351.400
1

thn
29.907.900 1 thn 30.774.250 5 thn 143.917.750

Set.DP
RD

Ptk



Pengadaan
Perlengkapan
Rumah labatan/
Dinas

jangka waliitu
pengadaan
perlengkapan
rumah

5 thtr 1 thn 245.470.000
1

thn 253.472.400
7

thn
257.756.000

7

thn
271.906.8O0 I thn 279.819.300 5 thn 1.308.424.500

Set.DP
RD

Ptk

Rehatlilitasi
sedang/berat
gedung kantor

Jumlah pekerjaan
rehabilitasi
sedaog/ berat

1

pak 150.000.000
1

pak
et

r s2.535.000
1

pak
et

160.909.200
1

pake
t

165.591.700
4

paket
629.035.900

Set.DP
RD

Ptk

Pemeliharaan
rutin/berkala
rumah jabatan

jangka wal(tu
pemeliharaan
rutin/berkala
rumah

iabatan/dinas

5 thn 1 thn 1 11.840.000
7

thn
r15.485.000

I
thn

117.437.700
7

thn
123.885.000 1 thn 127.490.000 5 thn 596.138.700

Set.DP
RD

prk

yemennaraan

Rutinl Berkala
Mebeleur

,angka waktu
pemeliharaan
rutin/berkala
mebeleur

5 thn 1 thn 11.500.000
7

thn
t 1.874.900

I
thn

1 2.075.500
1

thn
L2.734.+00 '1 thn 13.109.000 5 thn 67.297.AOO

Set.DP
RD

Ptk

Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Peralatan/
Perlengkapan
Gedung Kantor

langka waktu
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan dan
perlengkapan

60 bln
12
bln

222.O40.000
t2
bln

229.278.500
72
bln

233,153,300
72
bln

245.953.400
7Z
bln

253.110.650 60 bln 1.183.535.850
Set.DP

RD
Ptk

Pengadaan
Peralatan/
Perlengkapan
0edung Kantor

jangka waktu
pengadaan
peralatan /
perlengkapan
gedung kantor

5 thn 1 thn 384.229.900
1

thn 396.75s.800
1

thn
403.461.000

1

thn
425.611.000 1 thn 437.996.200 5 thn 2.048.053.900

Set.DP
RD

Ptk

Pengadaan
Kendaraan
Dinas/

Jumlah pengadaan
kendaraan dinas /
operasional

4 unit
4

unit
1.540.350.380 4 unit 1.649.000.000

S€t.DP
RD

Ptk

Pengadaan
Mebeleur

jangka waldu
pengadaan 3 thn

l-
thtr

30.978.000
1

thn
31.501.550

1

thn
33.231.000 1 thn 34.198.000 5 thn 159-908.550

Set.DP
RD

Ptk

Program
Peningkatan
Disiplin dan
Kineria
Aparatur

Tingkat
pelanggaran
disiplin 0 0 215.790.O00 0 222-A21.800 0 226.590.500 0 239.030.300 0 245.985.000 0

1.150.22r.60
0

Pengadaan
Pakalan Dinas
Beserta
Kelengkapannya

Jumlah pengadaan
pakaian dinas bagi
pegawai
sekretariat dan

anggota DPRD

L375
stel

315
stel

215.790.000
t;
t_

59
o/o

222.42+.AOO

I

t_t5
I stet
I

I

77
o/o

226.s90.500
L,,
l"'
t_

B3
o/o

239.030.300
315
stel

245.986.000
1575
stel

1.150.221.600
Set.DP

RD
Ptk

Program
Peningkatan
Kapasltas
Sumber Daya
Aparatur

Persentase
pegawai yang
pernah mengikuti
kegiatan
peningkatan
kapasitas

340/o 460/o
[; 95.400.000 96,400,000 96.400.000 95o/o 96.400.O0O I; 482.000.000

Pendidikan dan
Pelatihan
Formal

Iumlah Pegawai
yang mengikuti
pendidikan dan

15 org 5 org 96,400.000
5

or8
96.400.000

5

or8
s6.400.000

5
org

96.400.000 5 org 95.400.000 25 org 482.000.000

Penyusunan
Evaluasi dan
analisis jabatan

lumlah dokumen
evaluasi dan
analisis jabatan

3 dok 10,500.000 dok
1 0.500.000

3

do
k

10.500"000
3

dok
10.500.0110

3
dok

10.500.000
15

dok
52.500.000

Set.DP
RD

Ptk



program
peningkatan
dan
pengembangan
sistem
pelaporan
,Eh-i.h HnArin

Nilai Sakip OPD

90 90

45.600.000

90

4S.600.000

90

45,600.000

90

45.500.OO0

90

69.600.000

90

252,000.o00

Persentas
p€gami dengan
nilai SXP
beik/sngatbaik

92Vo
100
%

100
Vo

10
Oo/o

100
o/o

100
o/o

100%

Penyusunan
Ren6na Kerja

lumlah dokumen
rencana keria

5 dok 2 d,ok 10.500,000
2

dok 10.500.000

a

do
k

10,500.000
,

dok
10.500.000

2
dok

1 0.500.000
10

dok
52.500.000

Set.DP
RD

Ptk

Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja

lumlah dokumen
Laporan capaian
ldnerJa

15 dok 4 dok 24.600,000
4

dok
24.600.000

4
do
k

24.600.000
4

dok
24.600.000

4
dok

24.600.000
20
dok

123,000.000
Set.DP

RD
Ptk

Penyusunan
Rencana
Strategis
(Renstra) 0PD

Jumlah dokumen
renstra OPD

2 dok dok
24.000.000 2 dok 24.000.000

Set.DP
RD

ptk

Program
Pengembangan
sistem
infomasi

lumlah
penguniung
website

3.000
peng
uniu

76.600.000

3.5
00
pen
gun

iun
116.600,000

4.0
00
pe

ng
unj
un

116.600,000

4.5
00

pen
gun
jun

116.600.000

5.00
0

peng
unju
ng

116.600.000

20.oo
0

pengu
niung

543.000,o00

pengelolaan
website

jangka waktu
pembayaran honor
pengelola website 46 bln

12
bln

76.600.,000
12
hln

76.600,.000
72
bln

76.600..000
72
bln

75.600..000
12
bln

76.600..000 60 bln 383.000.000
Set.DP

RD
ftk

pembuatan
sistem informasi

lumlah prcgram
yang dbuat

2 pkt
1

pkt
40.oo0.000

1

pkt
40.000.000

1

pkt 40.000.000 1 pkt 40.000.000 4 pkt 1 60.000.000
Set.DP

RD
Ptk

Program
Pengembangan
Data/Informasi

Percetrtas
dokumen
det /lnfomasi
yang

80% 80o/o 9A7.130.000 80
Vo

t.o17.306,200
80
Vo

1,033.4S9.600
80
o/a

7.0A6-A2,.200 B09o 1.166.658.600 BOo/o
5.291,375.60

0

penyusunan
data dan prolil
OPD

Jumlah buku profil
oPD yatrg dicetak 100

buku
100

buku
14.940.000

100
buk
u

14.940.000

10
0
bu

14.940.000
100
buk

u
14.940.000

100
buku

1,1.940.000
500

buku
74.700.000

Set.DP
RT)

Ptk

Dokumentasi
dan Publlkasi
Kegiatan DPRD

jangka waktu
fsilitasi
dokumentsi dan
publikasi kegiatan
DPRD

60 bln
t2
bln

925.650.000
t2
bln

955.826.200
72
bln

977,979.600
L2
bln

L.02s.34r.200
LZ
tln 1.055.178.600 60 bln 4,933,975.600

Set.DP
RD

Ptk

Buku Selayang
Pandang

jumlah buku
selayanB pandang
yang dicetak

450
buku

150
buku

46.540.000
150
buk

u
46.540.000

15
0

bu
46_S40.000

150
buk

u
46.540.000

150
buku

46.540.000
750

buku
232.700.000

Set.DP
RD

Ptk

Rekam ,ejak
Pengabdian
Anggota DPRD

iumlah buku
dokumentasi
kegiatan anggota
DPRD yang dicetak

250
buku

254
buku

50-ooo.o00
250

buku
50.000.000

SeLDP
RD

ftk



Program
Penlngkatan
Palayanatr
PHm

I{lld txft

B B 11.600.000 B 11.600.000 B 11.600.000 B 11.600.000 B 11,500.OOO B 58.000.o00

Penyusutw
IapoEn Suryey
IGpusil
Maqfaralat
(srfi)

,umlah dokumen
Suruey Kcpuas
Masyamkat (SNM)

2 dok 11.500.000 2
dok

11.600.000
2

do
k

11.600.000
2
dok

11.600.000
2

dok
11.600.000

10
dok

58.000.000
SetDP

RD
Ptk

Pmgrtm
PenlnSkrt n
drn
P€ngambangan
SlsEm
PeLpom

Penyrmpatrn
trrpomnkcuangan
tapatmhr

Ya Ya 13500.000 Ya 13.600.000 Ya 13.600.000 Ya 13.600.000 Ya 13.600.000 Ya sa.ooo.ooo

Penyusuan
LapoEn
(euangan SNPD

fumlah dokumfl
lapom leuangil
SKPD

10 dok 2 dok 13.600.000 2
dok

13.600.000
2
do
k

13.600.000
2

dok 13.600.fi)o 2
dok 13.600.000

10
dok

68.000.000
S€tDP

RD
Pd(



PENETAPAN KINERJA

TAHUN 2O2O
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PENGUKURAN KINERIA KEGIATAN

TAHUN 2O2O



PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2O2O

kegiatan
Tuiuan

Sasaran Program
uralan indikator kineria uraian indikator kineria satuan tarset realisasi o/o

1 2 3 4 5 6 7 B I 10

Meningkatnya
kualitas
penyelenggara
an
pemerintahan
daerah

Meningkatn
ya Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat
Daerah

1. Persentase
prolegda yang
dibahas
2. Persentase raperda
yang di sahkan

Program
peningkata
n kapasitas
lembaga
perwakilan
ralqyat

daerah

1.. FASILITAS
KEGIATAN RESES

ANGGOTA DPRD
KOTA
PONTIANAK

Jumlah kegiatan reses
yang dilaksanakan

3

kegiatan
4.025.250.000 4.025.250.000 100

2. FASILITASI
PENGKAJIAN
PERDA

Jumlah perda yang
dikaji

2perda 142.336.000 721,.224.A04 85,r7

3^ KERJASAMA
ADEKSI DAN
ASDEKSI

Jangka walitu
pembayaran iuran
adeksi dan asdeksi 1 tahun 32.600.000 31.000.000 95,09

+. PENINGKATAN
KAPASITAS
PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD

]angka waktu
pembiayaan
peningkatan kapasitas
pimpinan dan anggota
DPRD

1 tahun 3.260.069.800 3.084.204.775 94,61

5. FASILITASI
RAPAT-RAPAT

iumlah rapat yang
dilaksanakan

12 bulan 716.025.000 716.025.000 100


